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khimya Rancangan 
Undang-Undang 
Ibu Kota Negara 
(RUU IKN) resmi 
menjadi undang­
undang pascaper­
setujuan mayoritas 

fraksi di DPR pada rapat pem­
bahasan tingkatkedua. Dengan 
RUU IKN disetujui menjadi un­
dang-undang, pelaksanaan pe­
mindahan ibu kota negara yang 
dinamakan Nusantara mempu­
nyai legitimasi hukum yang sah. 
Ada pun tujuan dan urgensi dari 
pemindahanibukotanegaraada­
lah sama dengan yang di~ampai -
kan Presiden Jokowi dalam pi-

• dato sidangtahunan yakni untuk 
mewujudkan pemerataan pem-

bangunandankeadilancl<onomi. 
Selama ini dinilai telah terjadi 
kesenjangan ekonomi antara 
Jakarta, Jawa, dan diluar Jawa. 
Selain itu, pemindahan ibu kota 
negara dilatarbelakangi oleh pe -
ningkatan jumlah penduduk, 
kondisi dan fungsi lingkungan, 
dan tingkat kenyamanan hid up 
yangsemakinmenurun. 

Banyakkalangan yangmeni­
lai bahwa pemindahan ibu kota 
negara dari Jakarta ke Kallman-

. tan Timur (Kaltim) merupakan 
proyekambisiusPresidenJ okowi 
agarmeninggalkanlegacy dari pe­
merintahan yangdipimpinnya. 

Secara historis, pemindahan 
ibukotanegara pemahdilakukan 
pada 1946 akibat terjadi ketega­
ngan an tara pemerintahan Indo­
nesia dan Belanda berkaitan de -
ngankedaulatan.lbukota negara 
Republik Indonesia pindah ke 
Yogyakarta. Kemudian, pasca­
YogyakartajatuhketanganBe­
landa pada tahun 1948, pemin­
dahan ibu kota negara terjadi lagi 
tatkala Presiden Soekamo me­
nyerahkanpemerintahankeSjaf­
ruddin Prawiranegara yang her­
ada di Suma.tera, berkedudukan 
di Bukittinggi. Ada pun peminda -
han ibu kota negara di zaman pe­
merintahan Presiden Soekamo 
dilakukan saat negara dalam ke -

• ~daandarurat(staatnood). 

Kembali ke masalah penge­
sahan RUU IKN menjadi un­
dang-undang. Ada beberapa ca­
tatan evaluasi yangperlu diper­
hatikan. Pertama, ada proble­
matika formil dalam pemben­
tukan UU IKN. Kedua, masalah 
format hierarki peraturan per­
undang-undangan. Ketiga, per­
soalan eksistensi Otorita Ibu 
KotaNegara(OtoritaiKN). 

Formil 
Jika diamati, proses legislasi 

UU IKN relatif cepat: hanya da­
lam waktu 43 hari. Secara logika 
rasanyamustahil untukmenye­
lesaikan RUU IKN dalam waktu 
sesingkat itu mengingat ada 
beberapa hal fundamental yang 
perlu dikaji secara komprehen­
sif. Karena itu, tidak heran ba­
nyakkalangan yang menilai UU 
IKN dibuat secara tergesa-gesa, 
bahkan terkesan untuk meme­
nuhi ambisi pemerintah saja. 

Secara yuridis, masyarakat 
berhak inemberikan masukan 
baiksecaralisan maupun tertulis 
dalam pembentukan peraturan 
pe:r:undangan-undangan. Ma­
sukan secara lisan dapat dilaku­
kan melalui: a) rapat dengarpen­
dapatumum; b) kunjunganker­
ja; c) sosialisasi; dan d) seminar, 
lokakarya, dan/ a tau diskusi. Na­
mun, dalam praktiknya proses 

1 
legislasi UU IKN tidak membe-



Sambungan 

I Sumber : 

ril<an ruang yang terbuka bagi 
masyarakat,khususnyabagima­
syarakat Kaltim, untuk me­
nyampaikan aspirasinya atas 
peminclahan ibukotanegara. 

Hal demikian dapat dilihat 
dari tidakadanyasosialisasi yang 
dilakukan pemerintah. Kendati 
ada pelaksanaan konsultasi pu­
blik yang digelar di Universitas 
Mulawarman, tetapi pelaksana­
annya dilakukan secara tertu -
tup, bahkan sampai detik ini 

. masyarakat tidak bisa meng­
akses draf final UU IKN, baik 
secara offline maupun online 
(website D PR). Tentunyahal ter­
sebutmelanggarasasketerbuka­
<1-n dalam pembentukan per­
aturan perundang-u'ndangan. 
Sebagaimanadikemukakanoleh 
Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan Nomor 91/PUU­
XVIII/2020 bahwa pentingnya 
mengimplementasikan secara 
penuh asas-asas pembentukan 
peraturan perundang-undang­
an, khususnyaasas keterbukaan 
harus menyertakan partisipasi 
masyarakat yang maksimal dan 
lebihbermakna.Sebabitu,suclah 
seyogianya pemerintah ber -
sama DPR belajar dan intros­
peksi agarmemperbaiki kualitas 
legislasinya dengan mengede­
pankan asas keterbukaan. 

Hierar!<i 
Lagi-lagi, para pembentuk 

undang-undang ceroboh lan­
taran adakesalahan yang cukup 
mendasar dalam merumuskan 
ketentuan penutup. Terdapat 
kekeliruan tata urutan per­
aturan perundang-undang se­
hingga memunculkan ambigui­
tas norma sebagaimana dise­
butkan dalam Pasal30. Di pasal 
itu disebutkan bahwa pada saat 
Peraturan Presiden mengenai 
pemindahan status ibu kota 
negara dari Provinsi DKI Ja­
karta ke IKN (. .. ) sebagai-mana 
dimaksuddalamPasal3ayat(2) 
diundangkan, ketentuan Pasal 
3, Pasal4, dan Pasal5 Undang­
Undan& Nomor 29 Tahun 2007 
ten tang Pemerintahan Provinsi 
DKI Jakarta sebagai ibu kota 
NKRI dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Hari/Tgl : 

Konstruksi Pasal 30 RUU 
IKN tidak sesuai dengan ba­
ngunan asas preferensi hukum, 
asas lex superior derograt legi 
inferioryang bermaknaaturan · 
hukum yang lebih .......,. 
tinggi mengesampingkan ke­
berlakuan aturan hukum yang 
lebih rendah. Ketentuan dalam 
Pasal30 bertentangan dengan 
asas kesesuaian antarjenis, 
hierarki, dan materi muatan. 
Karena itu, konstruksi Pasal30 
RUU IKN tidaklah tepat karena 
secara teoritis pencabutan per -
aturan harus dengan peraturan 
di atas a tau setingkatnya. De­
ngan demikian, pencabutan 
Pasal3, Pasal4, dan Pasal5 Un­
dang-Undang Nomor 29 Tahun 
2007 tentang Pern.erintahan 
Provinsi DKI Jakarta harus 
dengan u;ndang-undang, bukan 

.peraturanpresiden. _ 

Otorita 
Di samping itu, ditemukan 

pula problematika substansi be­
rupa rumusan pasal yang mem­
bingungkan. Munculnya peme­
rintahankhusus IKN yangdipim­
pin oleh kepala otorita IKN dan 
dibantuolehseorangwakilkepala 
otorita yang ditunjuk, diangkat, 
dan diberhentikan langsung oleh 
presiden. Otorita IKN adalah 
lembaga pemerintah setingkat 
kemente'rian yang dibentuk 
untuk melaksanakan persia pan, 
pembangunan dan peminclahan 
IKN, serta penyelenggaraan pe­
merintahankhususiKN. 

Nomenklatur"otorita"meru­
pakanistilah yangbelumfamilier 
di telinga publik. Jika ditelusuri 
sejarahnya,istilahotoritapemah 
digunakan pada Orde Baru, 
tepatnya pada 1970, ketika 
menamai Otorita Bat<un. Persis­
nyaOtoritaPengembanganDae­
rah Industri Pulau Batam atau 
lebih ~enal dengan Badan Oto-

rita Batam sebagai peng­
gerak pembangunan 

Batam. 
visi dengan lembaga kemente­
rian yang sudah ada seperti Ke -
menterian Perencanaan Pemba­
ngunan Nasional/Badan Penm­
canaanPembangunanNasional. 

Berdasarkan NaskahAkade-
... mikRUUIKN,alasanpemilihan 

istilah otorita adalah agar mu­
dah melakukan tindakan cepat, 
dan kemampuan mengintegra-
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sikan permasalahan seKtor. De -
nga11 alasan terse but, terlihat 
pemerintah lebih mengutama­
kan pendekatan teknis ketim­
bangyuridis dan filosofis. 

Hendaknya pemerintah ber -
sarna D P.Rmenyesuaikan rumus­
anPasal18UUDNRI1945dengan 
caramengamendemen UUD NRI 
1945 terlebih dahulu agar tidak 
terjadi mismatch an tara norma 
UUD NRI 1945 dengan UUIKN. 
Meskipun diketahui proses 
amendemen tidaklah semuclah 
membalikkan telapak tangan, 
namun itu jalan terbaik untuk 
mendapatkanlegitimasihukum. 

Selain itu, adaketidakjelasan 
masa jabatan waktu dan alasan 
bisa d1berhentikanpya kepala 
dan wakil kepala otorita. Karena, 
di Pasal10 ayat (1) disebutkan 
bahwa kepala dan wakil kepala 
otorita memegangjabatan sela -
rna 5 (lima) tahun, akan tetapi di 
sisi lain pada Pasal10 ayat (2) da­
pat diberhentikan sewaktu-wak­
tu oleh presiden sebelum masa 
jabatan berakhir. Jika dianalisis 
secara cermat, eksistensi kepala 
dan wakil kepala IKN serupa de­
ngan menteri dan wakil merlteri 
yang sewaktu-waktu bisa diber­
hentikan(reshuffle) .Apabilafrasa 
tersebut tetap dipertahankan 
dalamdraffinal,hendaknyaperlu 
dilakukan rekonstruksi secara 
tegas alasan pemberhentian 
kepala otorita dan wakil kepala 
otoritaagarterbebasdaripertim­
bangan subjektif presiden yang 
sewaktu-wakt~J bisa member­
hentikan, dan juga memberikan 
jarninankepastianhukum terkait 
alasan pemberhentiannya. 

Apabila rumusan yang telah 
disebutkan di atas tetap diperta­
hankan dalam draf final, di­
pastikan kelak akan berakhir 
pada pengujian formil terhadap 
UUIKN diMahkarnahKonstitu­
si. Dengan demikian, seharus­
nya pemerintah selaku inisiator 
mempersiapkan RUU IKN se­
cara rna tang tidak hanya kejar 
tayang. Dalam hal ini peme­
rintah perlu melakukan peng­
kajian lebih lama lagi, studi 
perbandingan dan sosialisasi, 
serta menyerap aspirasi masya­
rakat, khususnya masyarakat 
Kaltim mengenai alasan dan 
urgensi dilakukannya pemin-
clahanibukotanegara.IJ . ~ 


